
1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (692015)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

KALIMANTAN BARAT: (13)

SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.01.WA Program Dukungan Manajemen 29,722,791,000 29,722,791,000

Sasaran Program :

04 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Hukum
Indikator Kinerja Program :

7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum 29,722,791,000 29,722,791,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7099.EBA
               8.00 Layanan,

Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

16,959,620,000 16,959,620,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001                    2.00
Laporan 92,308,000 92,308,000Pengelolaan BMN Kantor Wilayah

Indikator RO

01
Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari
Penatausahaan, pengalihan, monitoring hingga penyusunan
laporan BMN

002                    1.00
Laporan 40,028,000 40,028,000Layanan Kerja Sama

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Layanan Kerja Sama yang dilakukan oleh
Kantor Wilayah

956                    1.00
Layanan 10,000,000 10,000,000Layanan BMN

Indikator RO

01
Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari
Penatausahaan, pengalihan, monitoring hingga penyusunan
laporan BMN

958                    1.00
Layanan 255,451,000 255,451,000Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Indikator RO

01 Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat

959                    1.00
Layanan 108,270,000 108,270,000Layanan Protokoler

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah
sesuai dengan peraturan

962                    1.00
Layanan 126,057,000 126,057,000Layanan Umum

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Umum yang dilaksanakan oleh Kanwil sesuai
ketentuan

994                    1.00
Layanan 16,327,506,000 16,327,506,000Layanan Perkantoran

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil

7099.EBB                2.00 Unit, m2,
Paket 11,494,763,000 11,494,763,000Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

951                    1.00 Unit 3,200,727,000 3,200,727,000Layanan Sarana Internal

Indikator RO

01 Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang
dilaksanakan sesuai ketentuan

971                    1.00 Unit 8,294,036,000 8,294,036,000Layanan Prasarana Internal

Indikator RO

01 Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor WIlayah yang
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TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
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SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

01 dilaksanakan sesuai ketentuan

7099.EBC               93.00 Orang,
Layanan, Rekomendasi 334,500,000 334,500,000Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Layanan 76,900,000 76,900,000Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengelolaan Calon Pegawai Baru

954 92.00 Orang 257,600,000 257,600,000Layanan Manajemen SDM

Indikator RO

01
Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapay
dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement

7099.EBD
              15.00

Dokumen, Layanan,
Laporan, Rekomendasi

933,908,000 933,908,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001 2.00
Laporan 284,032,000 284,032,000Pengelolaan Perencanaan dan  Manajemen Kinerja Kantor Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen
Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

002 3.00
Dokumen 57,000,000 57,000,000Layanan Manajemen Kinerja  Kantor WIlayah

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

003 2.00
Laporan 218,984,000 218,984,000Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen
Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

952 3.00
Laporan 105,876,000 105,876,000Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan

955 1.00
Dokumen 19,000,000 19,000,000Layanan Manajemen Keuangan

Indikator RO

01
Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

961 3.00
Laporan 183,816,000 183,816,000Layanan Reformasi Kinerja

Indikator RO

01 Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor
Wilayah

974 1.00
Laporan 65,200,000 65,200,000Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A
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RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
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DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2,426,682,000 2,426,682,000

Sasaran Program :

01 Terwujudnya Dukungan Penegakan Hukum AHU yang Efektif

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

02 Meningkatnya Kualitas Layanan AHU

Indikator Kinerja Program :

02.01 Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU

02.02 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU

7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 2,426,682,000 2,426,682,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7110.BAH 5.00 layanan 1,526,352,000 1,526,352,000Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 4.00 layanan 1,445,163,000 1,445,163,000Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Layanan AHU yang diselenggarakan di wilayah

003 1.00 layanan 81,189,000 81,189,000Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di
Wilayah

7110.BIC 6.00 Lembaga 900,330,000 900,330,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 6.00
Lembaga 900,330,000 900,330,000Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah lembaga yang menerima dan/atau melakukan
pengawasan kenotariatan di wilayah

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693002)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (05)

KALIMANTAN BARAT: (13)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,858,873,000 1,858,873,000

Sasaran Program :

03 Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah
Indonesia
Indikator Kinerja Program :

03.01 Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual

04 Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Program :

04.01 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KI

7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 1,858,873,000 1,858,873,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7121.BDC            1,450.00 Orang 1,720,983,000 1,720,983,000Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 600.00 Orang 785,695,000 785,695,000Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01
Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Kekayaan Intelektual
Melalui Kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah

002 700.00 Orang 875,288,000 875,288,000Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan
kekayaan intelektual di wilayah

003 150.00 Orang 60,000,000 60,000,000Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Indikator RO

01 Jumlah Orang yang Mendapakan Sosialisasi Pencegahan
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

7121.BKB 3.00 Produk,
Layanan 137,890,000 137,890,000Pemantauan produk [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 3.00
Layanan 137,890,000 137,890,000Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di

Wilayah
Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran
Hak kekayaan Intelektual di Wilayah

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693035)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (03)

KALIMANTAN BARAT: (13)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi 575,000,000 575,000,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya kualitas peraturan-perundang-undangan

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks kualitas peraturan perundang-undangan

7129 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di
Wilayah 575,000,000 575,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7129.ABD
              60.00
Rekomendasi

Kebijakan
437,218,000 437,218,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK

Indikator KRO

001 60.00
Rekomendasi

Kebijakan
437,218,000 437,218,000Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Indikator RO

01
Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

7129.ADG               20.00 Orang 112,644,000 112,644,000Standarisasi Profesi dan SDM [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 20.00 Orang 112,644,000 112,644,000Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah

Indikator RO

01 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di
daerah yang mendapatkan pembinaan

7129.FAE 1.00 Laporan,
Layanan 25,138,000 25,138,000Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Laporan 25,138,000 25,138,000Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum
Daerah

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.11.BB Program Pembentukan Regulasi 139,803,000 139,803,000

Sasaran Program :

02
Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi
atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-
Undangan
Indikator Kinerja Program :

02.01

Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau
pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan
terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau
pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada
K/L

7133 Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan
Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah 139,803,000 139,803,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7133.ABD
1.00

Rekomendasi
Kebijakan

57,983,000 57,983,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001 1.00
Rekomendasi

Kebijakan
57,983,000 57,983,000Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah

Indikator RO

01 Jumlah laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah

7133.BDB 1.00 Lembaga 81,820,000 81,820,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Lembaga 81,820,000 81,820,000Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah

Indikator RO

01 Jumlah instansi pada Pemerintah Daerah yang diberikan
Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah



2Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.11.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 919,231,000 919,231,000

Sasaran Program :

05 Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum

Indikator Kinerja Program :

05.01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan
hukum

7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah 919,231,000 919,231,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7136.BDB               10.00 Lembaga 119,548,000 119,548,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 10.00
Lembaga 119,548,000 119,548,000Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah

Indikator RO

01 Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah

7136.BDD 7.00 Kelompok
Masyarakat 123,409,000 123,409,000Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line] 13.51

KOTA PONTIANAK
Indikator KRO

001 2.00
Kelompok Masyarakat 67,522,000 67,522,000Layanan penyuluhan hukum di Daerah

Indikator RO

01 Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di Daerah

002 5.00
Kelompok Masyarakat 55,887,000 55,887,000Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Indikator RO

01 Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina

7136.BIB 1.00 Orang 28,174,000 28,174,000Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00 Orang 28,174,000 28,174,000Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice
Awards

7136.BIC 5.00 Lembaga 139,370,000 139,370,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 5.00
Lembaga 139,370,000 139,370,000Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan
dan pengawasan

7136.BMA 1.00 dokumen,
Peta, Data 19,418,000 19,418,000Data dan Informasi Publik [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 1.00
dokumen 19,418,000 19,418,000Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi data Permasalahan Hukum

7136.FAE 1.00 Laporan,
Layanan 49,292,000 49,292,000Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Laporan 49,292,000 49,292,000Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
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KOTA PONTIANAK: (51)
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KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

Indikator RO

01 Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum

7136.QBA               47.00 Orang 376,000,000 376,000,000Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

U01 47.00 Orang 376,000,000 376,000,000Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum litigasi

7136.QBC 6.00 Kelompok
Masyarakat 64,020,000 64,020,000Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line] 13.51

KOTA PONTIANAK
Indikator KRO

U01 6.00
Kelompok Masyarakat 64,020,000 64,020,000Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau
Kelompok Masyarakat Miskin

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693137)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (12)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2025

135.12.WA Program Dukungan Manajemen 232,053,000 232,053,000

Sasaran Program :

03 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

Indikator Kinerja Program :

03.01 Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum

7143 Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah 232,053,000 232,053,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7143.ABD
4.00

Rekomendasi
Kebijakan

224,173,000 224,173,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001 4.00
Rekomendasi

Kebijakan
224,173,000 224,173,000Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

7143.AEF               30.00 orang 7,880,000 7,880,000Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 30.00 orang 7,880,000 7,880,000Diskusi Strategi Kebijakan Hukum

Indikator RO

01 Jumlah Laporan kegiatan diskusi strategi kebijakan hukum

Pontianak, 5 Maret 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (692015)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

KALIMANTAN BARAT: (13)

SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.01.WA Program Dukungan Manajemen 22,884,962,000 22,884,962,000

Sasaran Program :

04 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum
Indikator Kinerja Program :

04.01 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum 22,884,962,000 22,884,962,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

01 Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

7099.EBA                6.00 Layanan,
Perkara 12,973,858,000 12,973,858,000Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

001                    1.00
Layanan 125,566,000 125,566,000Layanan Kerja Sama

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama yang dilakukan oleh
Kantor Wilayah

959                    1.00
Layanan 60,870,000 60,870,000Layanan Protokoler

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah
sesuai dengan peraturan

962                    1.00
Layanan 146,722,000 146,722,000Layanan Umum

Indikator RO

01 Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan
layanan umum di kantor wilayah

994                    1.00
Layanan 12,632,187,000 12,632,187,000Layanan Perkantoran

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil

Z03                    1.00
Layanan 3,587,000 3,587,000Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan
Informasi

Z07                    1.00
Layanan 4,926,000 4,926,000Layanan BMN

Indikator RO

01 Jumlah Laporan  BMN yang dikelola oleh Kantor Wilayah

7099.EBB               61.00 Unit, m2,
Paket 9,660,085,000 9,660,085,000Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

951                   60.00 Unit 823,975,000 823,975,000Layanan Sarana Internal

Indikator RO

01 Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang
dilaksanakan sesuai ketentuan

971                    1.00 Unit 8,836,110,000 8,836,110,000Layanan Prasarana Internal

Indikator RO

01 Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor Wilayah yang
dilaksanakan sesuai ketentuan

7099.EBC              133.00 Orang,
Layanan, Rekomendasi 107,460,000 107,460,000Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK



2Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (692015)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (01)

KALIMANTAN BARAT: (13)

SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

Indikator KRO

Z10 133.00 Orang 107,460,000 107,460,000Layanan Manajemen SDM

Indikator RO

01
Jumlah  Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat
dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement

7099.EBD 7.00 Layanan,
Rekomendasi 143,559,000 143,559,000Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Layanan 80,456,000 80,456,000Layanan Manajemen Kinerja  Kantor Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka
Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah

Z25 2.00
Rekomendasi 8,764,000 8,764,000Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator RO

01 Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Kanwil

Z27 1.00
Layanan 13,343,000 13,343,000Layanan Manajemen Keuangan

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK

02 Jumlah Laporan Pelaksanan Manajemen Keuangan Kantor
Wilayah

Z32 1.00
Layanan 26,044,000 26,044,000Layanan Reformasi Kinerja

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor
Wilayah

Z34 1.00
Layanan 6,820,000 6,820,000Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator RO

01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kearsiapan Di wilayah

Z36 1.00
Layanan 8,132,000 8,132,000Layanan Manajemen Kinerja  Kantor Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka
Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah

Pontianak, 17 Desember 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (692055)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (04)

KALIMANTAN BARAT: (13)

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,557,970,000 1,663,037,000105,067,000

Sasaran Program :

01 Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Penegakan Hukum AHU

02 Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU

Indikator Kinerja Program :

02.01 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU

08 Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan
Usaha dan Keperdataan
Indikator Kinerja Program :

08.01 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan
Keperdataan

7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 1,557,970,000 1,663,037,000105,067,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di

01 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

01 Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta

7110.BAH                4.00 layanan 954,506,000 954,506,000Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001                    4.00 layanan 954,506,000 954,506,000Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Layanan AHU yang diselenggarakan di wilayah

7110.BIC                6.00 Lembaga 603,464,000 603,464,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001                    6.00
Lembaga 603,464,000 603,464,000Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah lembaga yang menerima dan/atau melakukan
pengawasan kenotariatan di wilayah

7110.FAE                1.00 Laporan,
Layanan 105,067,000Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Output Baru -

Perubahan Kebijakan] 13.51 KOTA PONTIANAK 105,067,000

Indikator KRO

001                    1.00
Laporan 105,067,000 105,067,000Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di
Wilayah

Pontianak, 15 Desember 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693002)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (05)

KALIMANTAN BARAT: (13)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2,200,603,000 2,200,603,000

Sasaran Program :

03 Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan
Intelektual yang Profesional
Indikator Kinerja Program :

03.01 Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

04 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Indikator Kinerja Program :

04.02 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan
pelindungan dan pemanfaatan KI

06 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap
Kekayaan Intelektual
Indikator Kinerja Program :

06.01 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 2,200,603,000 2,200,603,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan

01 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan

01 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan

7121.AEF              150.00 orang 60,000,000 60,000,000Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

I01 150.00 orang 60,000,000 60,000,000Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual

Indikator RO

01 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi
Kekayaan Intelektual

7121.BAH 2.00 layanan 1,679,223,000 1,679,223,000Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 1.00 layanan 1,506,563,000 1,506,563,000Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

02 Jumlah layanan pemberdayaan kekayaan intelektual.

002 1.00 layanan 172,660,000 172,660,000Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah layanan pemberdayaan kekayaan intelektual di wilayah

7121.BMA 2.00 dokumen,
Peta, Data 461,380,000 461,380,000Data dan Informasi Publik [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001 2.00 Data 461,380,000 461,380,000Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Data dan Informasi yang disiapkan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Pontianak, 16 Desember 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693035)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (03)

KALIMANTAN BARAT: (13)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi 209,642,000 209,642,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya kualitas peraturan-perundang-undangan

Indikator Kinerja Program :

01.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

7129 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di
Wilayah 209,642,000 209,642,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7129.ABD
              60.00
Rekomendasi

Kebijakan
162,814,000 162,814,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK

Indikator KRO

001 60.00
Rekomendasi

Kebijakan
162,814,000 162,814,000Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Indikator RO

01
Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

7129.BDB 1.00 Lembaga 43,850,000 43,850,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001 1.00
Lembaga 43,850,000 43,850,000Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di Daerah
Indikator RO

01 Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Daerah

7129.FAE 1.00 Laporan,
Layanan 2,978,000 2,978,000Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan [Base Line] 13.51 KOTA

PONTIANAK
Indikator KRO

X01 1.00
Laporan 2,978,000 2,978,000Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum
Daerah

Pontianak, 11 Maret 2026

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.11.BB Program Pembentukan Regulasi 26,478,000 26,478,000

Sasaran Program :

01 Meningkatnya kualitas peraturan-perundang-undangan

Indikator Kinerja Program :

02 Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-
undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional
Indikator Kinerja Program :

02.01
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang
Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan
Hukum Nasional

04 Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Indikator Kinerja Program :

04.01  Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

7133 Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan
Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah 26,478,000 26,478,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan

7133.ABD
               1.00

Rekomendasi
Kebijakan

26,478,000 26,478,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001                    1.00
Rekomendasi

Kebijakan
26,478,000 26,478,000Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah

Indikator RO

01 Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah



2Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.11.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 835,811,000 835,811,000

Sasaran Program :

05 Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia

Indikator Kinerja Program :

05.01 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat

07 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan
Hukum
Indikator Kinerja Program :

07.01 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan
pembinaan hukum nasional

7136 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah 835,811,000 835,811,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan

01 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan

01 Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk

7136.BDB                1.00 Lembaga 40,779,000 40,779,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001                    1.00
Lembaga 40,779,000 40,779,000Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah

Indikator RO

01 Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah

7136.BDC              300.00 Orang 18,212,000 18,212,000Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001                  300.00 Orang 18,212,000 18,212,000Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di
Daerah
Indikator RO

01 Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum

7136.BIC               12.00 Lembaga 31,003,000 31,003,000Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001                   12.00
Lembaga 31,003,000 31,003,000Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah

Indikator RO

01 Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan
dan pengawasan

7136.BMA               12.00
dokumen, Peta, Data 22,413,000 22,413,000Data dan Informasi Publik [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

001                   12.00 Data 22,413,000 22,413,000Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum

7136.QBA               88.00 Orang 563,200,000 563,200,000[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 13.51
KOTA PONTIANAK
Indikator KRO

U01                   88.00 Orang 563,200,000 563,200,000Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum litigasi



3Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693103)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (11)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

7136.QBC               12.00
Kelompok Masyarakat 102,432,000 102,432,000[SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line]

13.51 KOTA PONTIANAK
Indikator KRO

U01                   12.00
Kelompok Masyarakat 102,432,000 102,432,000Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Indikator RO

01 Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau
Kelompok Masyarakat Miskin

7136.QDB                1.00 Lembaga 57,772,000 57,772,000Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK
Indikator KRO

001                    1.00
Lembaga 57,772,000 57,772,000Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum

Desa/Kelurahan
Indikator RO

01 Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum
Desa/Kelurahan

, 15 Desember 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001



1Halaman :

KOTA PONTIANAK: (51)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

KEMENTERIAN HUKUM: (135)

BAGIAN-A

: (693137)

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

: (12)

KALIMANTAN BARAT: (13)

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

LOKASI
PROPINSI
SATUAN KERJA
UNIT ORG
KEMEN/LEMB

KODE
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ALOKASI ANGGARAN T.A 2026

135.12.WA Program Dukungan Manajemen 69,659,000 69,659,000

Sasaran Program :

03 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum

Indikator Kinerja Program :

03.01 Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum

04 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General
Kementerian Hukum
Indikator Kinerja Program :

7143 Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah 69,659,000 69,659,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

01 Persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan

7143.ABD
               2.00

Rekomendasi
Kebijakan

63,054,000 63,054,000Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 13.51 KOTA
PONTIANAK

Indikator KRO

001                    2.00
Rekomendasi

Kebijakan
63,054,000 63,054,000Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Indikator RO

01 Jumlah rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah

7143.AEF              100.00 orang 6,605,000 6,605,000Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 13.51 KOTA PONTIANAK

Indikator KRO

I01                  100.00 orang 6,605,000 6,605,000Diskusi Strategi Kebijakan Hukum

Indikator RO

01 Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum

Pontianak, 15 Desember 2025

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001
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